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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil tinjauan serta wawancara yang dilakukan di Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Sleman, maka penulis 

dapat menyimpulkan: 

1. Bahwa dalam sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) di 

Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik dengan menerapkan 

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Pasal 6 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah yaitu prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, 

bersaing, adil, akuntabel. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

sebagai penyelenggara di Kabupaten Sleman sudah berupaya semaksimal 

mungkin agar pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten 

Sleman ini bisa meminimalisir adanya tindakan curang maupun tindakan 

yang berujung kejahatan yang melanggar hukum.  

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip pengadaan 

barang/jasa terhadap sistem e-procurement di Kabupaten Sleman yaitu 

kendala dalam sistem yang dimana sistem tidak selalu sempurna dan selalu 

adanya upgrade sistem, sehingga menyebabkan aplikasi atau website 

menjadi error atau bug. Kendala lainnya adalah pada penyedia, yang 

dimana penyedia dalam pengumuman penyedia, penyedia tersebut tidak 
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ada sehingga mengulur waktu lagi dalam seleksi penyedia atau 

pengumuman tidak dapat dilakukan. Solusi yang dilakukan penyelenggara 

pengadaan barang dan jasa dalam mengatasi kendala tersebut adalah 

memperbaiki sistem yang ada, lalu memperpanjang waktu pendaftaran 

peserta tender atau penyedia barang/jasa, jika memang tidak ada yang 

mendaftar maka upaya yang dilakukan adalah Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) melakukan penunjukan penyedia barang/jasa secara langsung 

sesuai dengan skesepakatan bersama. 

B. Saran 

1. Mengoptimalkan sistem e-procurementseperti e-Proda yang dikelola 

oleh Pemerintah Daerah Sleman bertujuan agar mempermudah 

masyarakat dalam menjangkau aplikasi dan website serta meminimalisir 

adanya error maupun bug. 

2. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) di Kabupaten Sleman lebih 

mengawasi dalam penyelenggaraan seleksi dalam penyedia agar tidak 

terjadi kelalaian dalam pelaksanaan kerja yang telah diberikan 

pertanggung-jawaban. 

3. Perlu adanya penyelesaian secara cepat dan tanggap dalam mengenai 

masalah yang tidak bisa diselesaikan di daerah, maka dari pusat harus 

secara sigap dalam penyelesaian kendala agar tidak mengulur waktu 

dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik khususnya di 

Daerah Kabupaten Sleman. 
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